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BAB 6 

SARAN 

 
Saran yang dapat diberikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi 

di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa untuk kegiatan PKPA 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum memulai kegiatan PKPA, mahasiswa program studi 

profesi apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan 

pengetahuan tetang kegiatan kefarmasian di Apotek, seperti 

undang-undang kefarmasian, pengetahuan farmakoterapi dan 

manajemen Apotek.  

2. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya berperan 

aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh kegiatan PKPA 

agar dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan 

dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna membekali diri 

ketika harus terjun di dunia kerja.  

 

Saran yang dapat disampaikan kepada apotek kimia farma 24 

Dharmawangsa adalah: 

1. Apotek Kimia Karma disarankan dapat meningkatkan penggunaan 

Patient Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud 

pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk menjalankan 

peran apoteker dalam memonitoring efek terapi pasien.  

2. Apotek Kimia Farma diharapkan untuk terus mengingatkan 

kembali petugas dalam meracik obat sebaiknya menggunakan alat 

pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk mencegah 

terjadinya penyakit. 
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